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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT vyang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatannya serta
Alhamdulillahhirobilalamiin atas Ridho-Nya Laboratorium Studio Perancangan Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota telah dapat menyelesaikan penyusunan buku panduan/pedoman Penyusunan Laporan Studio 3
Perancangan ini. Buku panduan/pedoman penyusunan laporan Studio 3 Perancangan disusun dengan tujuan
agar mahasiswa memiliki kesamaan dan keseragaman dalam format penulisan dan penyusunan Studio 3.

Untuk mewujudukan Visi dan Misi Program Studi, maka buku panduan penulisan dan penyusunan Studio 3
Perancangan merupakan salah satu panduan agar mahasiswa bisa mencapai standar minimal dalam menyusun
Studio 3 Perancangan secara baik dan benar sehingga standar kompetensi bidang perencanaan wilayah dan kota
dapat tercapai.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Buku Panduan/Pedoman Penulisan dan Penyusunan Studio 3 Perancangan. Kami berharap semoga
buku ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan seluruh dosen Program
Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 22 Mei 2019

Ketua Laboratorium
Studio Perancangan

Ardiana Yuli Puspitasari., ST., MT
NIK. 210209082




Visi dan Misi Program Studi

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi yang unggul dan terkemuka di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
di Negara Berkembang Berdasarkan Nilai-nilai Islam pada Tahun 2024.

Misi Program Studi

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi)
yang bercirikan Islam, berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota serta
penerapannya berdasarkan dengan Nilai-nilai Islam.

2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada strata pendidikan tinggi pada
bidang ilmu rekayasa Perencanaan Wilayah dan Kota sesuai dengan nilai-nilai islam.

3. Berperan aktif dalam pembangunan di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota di negara
berkembang melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, serta melakukan publikasi.

4. Meningkatkan kualitas Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota sesuai dengan
perkembangan rekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Perencanaan
Wilayah dan Kota, berdasarkan nilai-nilai Islam melalui penelitian dan publikasi.




PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS

PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

A. TUJUAN TUGAS

Tujuan dari tugas mata kuliah Studio Ill Perancangan adalah memberikan pengetahuan, pemahaman
dan pelatihan kepada mahasiswa tentang menyusun produk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL)

. SASARAN TUGAS

Sasaran dari tugas mata kuliah Studio Il Perancangan adalah sebagai berikut:

a) Mahasiswa mampu berfikir logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang perancangan kota;;

b) Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja secara berkelompok, bermutu dan terukur dalam
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang perancangan kota;

c) Mahasiswa mengkaji kasus perancangan kota sesuai dengan keahlian berdasarkan prosedur
(prosedural planning) dan etika ilmiah untuk menghasilkan soslusi, gagasan terkait dengan tata
bangunan dan lingkungan;

d) Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dibidang keahlian perancangan kota
berdasarkan analisis informasi dan data sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan;

e) Mahasiswa mampu menyusun hasil kajian dalam bentuk laporan studio (laparan lengkap) maupun
ringkasan,;

. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi Tugas Studio lll Perancangan adalah:

a) Program Bangunan dan Lingkungan
b) Rencana Umum dan Panduang Rancangan
c) Rencana Investasi
d) Ketentuan Pengendalian Rencana
e) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan
. OUTPUT
Laporan Akhir
Laporan akhir sebanyak 2 eks (buku). Dijilid hardcover.
Video

Video minimal berisi:

a) Nama Kelompok

b) Karakteristik Wilayah Perencanaan

c) Konsep Perencanaan

d) Rencana/ Design (before-after)

Poster

Poster berisi konsep dan design hasil perencanaan.




E. MEKANISME PELAKSANAAN

a) Mahasiswa telah memasuki Semester V (bagi mahasiswa kelas reguler) dan semester | (bagi
mahasiswa kelas eksekutif/kelas transfer)

b) Mahasiswa telah menempuh Mata Kuliah Studio 1 Identifikasi dan Studio 2 Perencanaan Wilayah.
c) Mahasiswa telah melakukan registrasi dan pendaftaran mata kuliah Studio Ill Perancangan.

d) Mahasiswa mengurus surat bimbingan dan surat survey di BAP Fakultas Teknik.

e) Mahasiswa menyerahkan surat bimbingan kepada Dosen Pembimbing dan Asisten dosen.

f)  Proses Pembimbingan berlangsung 3 bulan aktif setelah pengumuman penetapan dosen

pembimbing dan lokasi Studio Il untuk tiap-tiap kelompok.

g) Mahasiswa mengikuti perkuliahan Studio Ill dari awal hingga akhir semester.

h)  Mahasiswa waijib hadir saat perkuliahan dan proses pembimbingan.

) Sidang kompilasi dijadwalkan oleh dosen pengampu sebelum Mid Semester.

j)  Sidang akhir dijadwalkan oleh dosen pengampu sebelum UAS.

k)  Syarat mengikuti sidang adalah telah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing dan asisten
dosen dan mendaftar kepada dosen pengampu.

[)  Reuvisi setelah sidang akhir dilanjutkan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing serta asisten
dengan jangka waktu revisi maksimal 1 (satu) minggu setelah sidang akhir.

m) Setelah mendapatkan ACC dari dosen penguiji, dosen pembimbing dan asisten dilanjutkan dengan
penjilidan dan pengumpulan kepada dosen pengampu sesuai dengan ketentuan.

F. DASAR HUKUM

9)

UU RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

UU RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

UU RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

Peraturan Menteri PU Nomor: 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

10) Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan

Gedung.

11) Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

12) Peraturan mentri PU No. 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan;

13) Peraturan mentri PU No.5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

14
15

~— ~—

Hijau di Kawasan Perkotaan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N. 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

16) Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah setempat.
17) Peraturan daerah tentang bangunan gedung.
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G.RENCANA TIMELINE PELAKSANAAN TUGAS STUDIO il PERANCANGAN

Minggu
No Substansi / Kegiatan September Oktober November Desember Penanggung Jawab
11 | 18 | 25 9|16 | 23 [ 30 | 6 | 13 | 20 | 27 1 | 18 | 25
Pengenalan Studio 3 Dosen Pengampu, Asisten
Penjelasan Teori dan Pedoman RTBL - Dosen
Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, sasaran, ruang Dosen Pengampu, Asisten
Bab 1 . . .
lingkup, dasar hukum, sistematika) Dosen
Bab 2 Kajian Kebijakan / Dosen Pembimbing, Asisten
| Dosen ‘
Presentasi Progres Bosen Pengampu, Asisten
osen
Bab 3 Program Bangunan dan Lingkungan
1. | Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan
a. Sosial Kependudukan
b. Prospek Pertumbuhan Ekonomi
c. Daya Dukung Fisik dan Lingkungan
d. Aspek Legal Konsolidasi Lahan
e. Daya Dukung Prasarana dan Fasilitas Dosen Pembimbing, Asisten
f. Kajian Aspek Historis Kawasan Dosen
I T /
9 Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis //
Peran Masyarakat
3 Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan / /
" | Lingkungan
a. Visi Pembangunan ///
b. Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan & / %
Lingkungan - %%
¢. Konsep Komponen Perancangan //%




No

Substansi / Kegiatan

Minggu

September

Oktober

November

Desember

1

18

25

16 | 23 | 30 | 6

13 | 20

27

11 | 18

25

d. Blok-Blok Pengembangan & Program Penanganan

Pra Kompilasi & Sidang Kompilasi

Bab 4

Rencana Umum dan Panduan Rancangan

Penanggung Jawab

Rencana Umum

a. Struktur Peruntukan Lahan

b. Intensitas Pemanfaatan Lahan

%%%

c. Tata Bangunan

____

d. Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

_

e. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

_____

f. Tata Kualitas Lingkungan

-

g. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Panduan Rancangan

//////

Presentasi Progres

Bab 5

Rencana lvestasi

Dosen Pengampu, Dosen
Pembimbing, Asisten Dosen

Dosen Pembimbing, Asisten
Dosen

Dosen Pengampu, Asisten
Dosen

Skenario Strategi Rencana Investasi

\ \ \B

Pola Kerja Sama Operasional Investasi

Bab 6

Ketentuan Pengendalian Rencana

Strategi Pengendalian Rencana

Arahan Pengendalian Rencana

Bab 7

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian Pelaksanaan

Dosen Pembimbing, Asisten
Dosen




No Substansi / Kegiatan

Minggu

September

Oktober

November

Desember

1

18

25

16

23

30 | 6

13

20

27

2. | Pengelolaan Kawasan

Pra Sidang Akhir & Sidang Akhir Hasil Studio 3

N

Penanggung Jawab

Dosen Pengampu, Dosen
Pembimbing, Asisten Dosen

Pengumpulan Produk Hasil Studio 3

Dosen Pengampu, Asisten
Dosen

Sumber: Tim Studio 3 Perancangan, 2017
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H. OUTLINE LAPORAN STUDIO Il PERANCANGAN

COVER LUAR
COVER DALAM
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTARISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.4. Manfaat
1.5. Ruang Lingkup
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
1.5.2. Ruang Lingkup Materi Perencanaan
1.6. KELUARAN
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN
2.1. Tinjauan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2.2. Tinjauan Kebijakan Rencana Jangka Menengan Daerah
2.3. Tinjauan Kebijakan RTRW
2.4. Tinjauan Kebijakan RDTR
BAB 3 PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Program bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan
lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan
bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana
aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana
dan sarana yang sudah ada maupun baru.

3.1. Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan

3.1.1. Perkembangan Sosial-Kependudukan
Gambaran kegiatan sosial-kependudukan, dengan memahami beberapa aspek,
antaralain tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah keluarga, kegiatan sosial penduduk,

tradisi-budaya lokal, dan perkembangan yang ditentukan secara kultural-tradisional.
3.1.2. Prospek Perumbuhan Ekonomi

gambaran sektor pendorong perkembangan ekonomi, kegiatan usaha, prospek investasi
pembangunan dan perkembangan penggunaan tanah, produktivitas kawasan, dan kemampuan
pendanaan pemerintah daerah

3.1.3. Daya Dukung Fisik dan Lingkungan
Kemampuan fisik, lingkungan dan lahan potensial bagi pengembangan kawasan
selanjutnya. Beberapa aspek yang harus dipahami antara lain; kondisi tata guna
lahan, kondisi bentang alam kawasan, lokasi geografis, sumber daya air, status-nilai
tanah, izin lokasi, dan kerawanan kawasan terhadap bencana alam.

3.1.4. Aspek Legal Konsolidasi Lahan Perencanaan
Kesiapan administrasi dari lahan yang direncanakan dari segi legalitas hukumnya.

1"



3.1.5. Daya Dukung Prasarana dan Fasilitas Lingkungan

Seperti jenis infrastruktur, jangkauan pelayanan, jumlah penduduk yang terlayani, dan
kapasitas pelayanan.

3.1.6. Kajian Aspek Signifikansi Historis Kawasan
Kaitan kedudukan nilai historis kawasan pada konteks yang lebih besar, misalnya sebagai
aset pelestarian pada skala kota/regional bahkan pada skala nasional.

3.2. Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat

Pembangunan berbasis peran masyarakat (community-based development) adalah pembangunan
dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung, masyarakat diberikan kesempatan aktif beraspirasi dan berkontribusi untuk
merumuskan program-program bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tingkat
kebutuhannya.

Proses penyusunan Dokumen RTBL harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahap
kegiatan.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Permen PU No 6 Tahun 2007.
3.3. Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan

Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan, yang merupakan hasil tahapan analisis
program bangunan dan lingkungan, memuat gambaran dasar penataan pada lahan perencanaan
yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penjabaran gagasan desain secara lebih detail dari masing-
masing elemen desain.
3.3.1. Visi Pembangunan
yaitu gambaran spesifik karakter lingkungan di masa mendatang yang akan dicapai sebagai
hasil akhir penataan suatu kawasan yang direncanakan, disesuaikan dengan seluruh kebijakan
dan rencana tata ruang yang berlaku pada daerah tersebut.
3.3.2. Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan
yaitu gambaran spesifik karakter lingkungan di masa mendatang yang akan dicapai sebagai
hasil akhir penataan suatu kawasan yang direncanakan, disesuaikan dengan seluruh kebijakan
dan rencana tata ruang yang berlaku pada daerah tersebut.
3.3.3. Konsep Komponen Perancangan
yaitu  suatu gagasan perancangan dasar yang dapat merumuskan komponen- komponen
perancangan kawasan (peruntukan, intensitas, dll).
3.3.4. Blok-Blok Pengembangan & Program Penanganan
yaitu pembagian suatu kawasan perencanaan menjadi blok-blok pengembangan yang lebih kecil
sehingga strategi dan program pengembangannya dapat lebih terarah dan rinci.

BAB 4 RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Rencana Umum dan Panduan Rancangan merupakan ketentuan- ketentuan tata bangunan dan
lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro,
rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencanaaksesibilitas
lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang
terbuka hijau.
Panduan Rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara lebih rinci rencana umum yang telah
ditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar implementasi rancangan dan prinsip-prinsip
pengembangan rancangan kawasan.
4.1.1. Rencana Umum
Merupakan ketentuan-ketentuan rancangan tata bangunan dan lingkungan yang bersifat umum
dalam mewujudkan lingkungan/ kawasan perencanaan yang layak huni, berjati diri, produktif,
dan berkelanjutan.
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41.1.1.  Struktur Peruntukan Lahan
Struktur Peruntukan Lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan
penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah
ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam
rencana tata ruang wilayah.
41.1.1.1. Peruntukan Lahan Makro

yaitu rencana alokasi penggunaan dan pemanfaatan lahan pada
suatu wilayah tertentu yang juga disebut dengan tata guna lahan.
Peruntukan ini bersifat mutlak karena telah diatur pada ketentuan
dalam rencana tata ruang wilayah.

4.1.1.1.2. Peruntukan Lahan Mikro

yaitu peruntukan lahan yang ditetapkan pada skala keruangan yang lebih

rinci (termasuk secara  vertikal)  berdasarkan  prinsip  keragaman

yang seimbang dan saling menentukan. Hal-hal yang diatur adalah:

e  Peruntukan Lantai Dasar, lantai atas, maupun lantai besmen

e  Peruntukan lahan tertentu
misalnya berkaitan dengan konteks lahan perkotaan-perdesaan,
konteks bentang alam/lingkungan konservasi, atau pun konteks
tematikal pengaturan pada spot ruang bertema tertentu.
Dalam penetapan peruntukan lahan mikro ini masih terbuka
kemungkinan untuk melibatkan berbagai masukan desain hasil
interaksi berbagai pihak seperti perancang/penata kota, pihak
pemilik lahan, atau pun pihak pemakai/pengguna/masyarakat
untuk melahirkan suatu lingkungan dengan ruang-ruang yang
berkarakter tertentu sesuai dengan konsep struktur perancangan
kawasan.
Penetapan ini tidak berarti memperbaiki alokasi tata guna lahan
pada aturan rencana tata ruang wilayah yang ada, namun berupa
tata guna yang diterapkan dengan skala keruangan yang lebih
rinci, misalnya secara vertikal per lantai.

4.1.1.2. Intensitas Pemanfaatan Lahan
adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak
peruntukannya.

4.1.1.21.

41.1.2.2,

41.1.2.3.

41.1.2.4.

Koefisien  Dasar  Bangunan  (KDB), vyaiiu  angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat
dibangun dan luas lahan/ tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLB), vyaitu  angka persentase
perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat
dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
Koefisien Daerah Hijau (KDH), yaitu angka persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan
yang dikuasai.

Koefisien Tapak Besmen (KTB), yaitu angka persentase perbandingan antara
luas tapak besmen dan luas tanahperpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai.
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4.1.1.2.5. Sistem Insentif-Disinsentif Pengembangan, terdiri atas:

a) Insentif Luas Bangunan, yaitu insentif yang terkait dengan KLB dan
diberikan apabila bangunan gedung terbangun memenuhi persyaratan
peruntukan lantai dasar yang dianjurkan. Luas lantai bangunan yang
ditempati oleh fungsi tersebut dipertimbangkan untuk tidak diperhitungkan
dalam KLB.

b) Insentif Langsung, yaitu insentif yang memungkinkan
penambahan luas lantai maksimum bagi bangunan gedung yang
menyediakan fasilitas umum berupa sumbangan positif bagi lingkungan
permukiman terpadu; termasuk di antaranya jalur pejalan kaki, ruang terbuka
umum, dan fasilitas umum.

4.1.1.2.6. Sistem Pengalihan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (TDR=Transfer of

Development Right), vaitu hak pemilik  bangunan/pengembang  vyang

dapat  dialihkan kepada pihak atau lahan lain, yang dihitung berdasarkan

pengalihan nilai KLB, yaitu selisih antara KLB aturan dan KLB terbangun.

Maksimum KLB yang dapat dialinkan pada umumnya sebesar 10% dari nilai

KLB yang ditetapkan. Pengalihan nilai KLB hanya dimungkinkan bila

terletak dalam satu daerah perencanaan yang sama dan terpadu, serta

yang bersangkutan telah memanfaatkan minimal 60% KLB-nya dari KLB yang
sudah ditetapkan pada daerah perencanaan. Pengalihan ini terdiri atas:

a) Hak  Pembangunan Bawah Tanah, hak ini memungkinkan
pembangunan fungsi-fungsi di bawah tanah yang tidak diperhitungkan ke
dalam KLB yang dimiliki bangunan gedung di atasnya, dengan
memenuhi  kriteria sesuai Peraturan Menteri PU No.29/PRT/M/2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

b) Hak Pembangunan Layang (Air Right Development),
merupakan mekanisme yang mirip dengan Hak Pembangunan Bawah
Tanah, namun berlaku untuk pembangunan di atas prasarana umum
(melayang), seperti jalan, yaitu berupa bangunan pedestrian layang atau
bangunan komersial layang, dengan ketentuan sesuai Peraturan Menteri
PU No.29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan TeknisBangunan
Gedung.

4.1.1.3. Tata Bangunan

Tata Bangunan adalah produk dari  penyelenggaraan bangunan gedung
beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek
termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari
elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi
lantai bangunan, yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang
kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang
berlangsung dalam ruang-ruang publik.

Tata Bangunan juga merupakan sistem perencanaan sebagai bagian dari
penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannya, termasuk sarana dan
prasarananya pada suatu lingkungan binaan baik di perkotaan maupun di
perdesaan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dengan aturan tata ruang
yang berlaku dalam RTRW Kabupaten/Kota, dan rencana rincinya.
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4.1.1.3.1.

4.1.1.3.2.

41.1.3.3.

4.1.1.34.

Pengaturan Blok Lingkungan

yaitu perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di
mana blok terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi
tertentu. Pengaturan ini terdiri atas:

a) Bentuk dan Ukuran Blok;

b) Pengelompokan dan Konfigurasi Blok;

c) Ruang terbuka dan tata hijau.

Pengaturan Kaveling/Petak Lahan

yaitu perencanaan pembagian lahan dalam blok menjadi sejumlah
kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi
tertentu. Pengaturan ini terdiri atas:

a) Bentuk dan Ukuran Kaveling;

b)  Pengelompokan dan Konfigurasi Kaveling;

c) Ruang terbuka dan tata hijau.

Pengaturan Bangunan

yaitu perencanaan pengaturan massa bangunan dalam blok/kaveling.
Pengaturan ini terdiri atas:

a) Pengelompokan Bangunan;

b) Letak dan Orientasi Bangunan;

c) Sosok Massa Bangunan;

d)  Ekspresi Arsitektur Bangunan.

Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan

yaitu perencanaan pengaturan ketinggian dan elevasi bangunan baik pada skala
bangunan tunggal maupun kelompok bangunan pada lingkungan yang lebih
makro (blok/kawasan). Pengaturan ini terdiri atas:

a) Ketinggian Bangunan;

b)  Komposisi Garis Langit Bangunan;

c) Ketinggian Lantai Bangunan.

4.1.1.4.Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung
Sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi
kendaraan umum, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan informal setempat
dan sepeda, sirkulasi pejalan kaki (termasuk masyarakat penyandang cacat dan lanjut
usia), sistem dan sarana transit, sistem parkir, perencanaan jalur pelayanan lingkungan,
dan sistem jaringan penghubung.

41.1.41.

4.1.1.4.2.

41.1.4.3.

4.1.1.4.4.

Sistem jaringan jalan dan pergerakan, yaitu rancangan sistem
pergerakan yang terkait, antara jenis- jenis hirarki/kelas jalan yang tersebar
pada kawasan perencanaan (jalan arteri, kolektor dan jalan lingkungan/ lokal)
dan jenis pergerakan yang melaluinya, baik masuk dan keluar kawasan,
maupun masuk dan keluar kaveling.

Sistem sirkulasi kendaraan umum, vyaitu rancangan sistem arus
pergerakan kendaraan umum formal, yang dipetakan pada hirarki/kelas jalan
yang ada pada kawasan perencanaan.

Sistem sirkulasi kendaraan pribadi, yaitu rancangan sistem arus
pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki/kelas jalan pada
kawasan perencanaan.

Sistem  sirkulasi kendaraan  umum  informal setempat, yaitu
rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan umum dari sektor
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informal, seperti ojek, becak, andong, dan sejenisnya, yang dipetakan pada
hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.

41.1.4.5. Sistem pergerakan transit, yaitu rancangan sistem perpindahan arus
pergerakan dari dua atau lebih moda transportasi yang berbeda, yang
dipetakan pada hirarki/ kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.

4.1.1.4.6. Sistem parkir, yaitu rancangan sistem gerakan arus masuk dan keluar
kaveling atau grup kaveling untuk parkir kendaraan di dalam internal kaveling.

41.1.4.7. Sistem perencanaan jalur servis/pelayanan lingkungan, yaitu
rancangan sistem arus pergerakan dari kendaraan servis (seperti pengangkut
sampah, pengangkut barang, dan kendaraan pemadam kebakaran) dari suatu
kaveling atau blok lingkungan tertentu, yang dipetakan pada hirarkikelas
jalan yang ada pada kawasan perencanaan.

4.1.1.4.8. Sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda, yaitu rancangan sistem
arus pejalan kaki (termasuk penyandang cacat dan lanjut usia) dan pemakai
sepeda, yang khusus disediakan pada kawasan perencanaan.

41.1.49. Sistem jaringan jalur penghubung terpadu (pedestrian linkage),
yaitu rancangan sistem jaringan berbagai jalur penghubung yang
memungkinkan menembus  beberapa bangunan atau pun beberapa
kaveling tertentu dan dimanfaatkan bagi kepentingan jalur publik. Jalur
penghubung terpadu ini dibutuhkan terutama pada daerah dengan intensitas
kegiatan tinggi dan beragam,seperti pada area komersial lingkungan
permukiman atau area fungsi campuran (mixed-used). Jalur penghubung
terpadu harus dapat memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pejalan kaki.

4.1.1.5.Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancang kawasan, yang

tidak sekadar terbentuk sebagai elemen tambahan atau pun elemen sisa setelah proses

rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari
suatu lingkungan yang lebih luas.

Penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang

membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran penting baik secara ekologis,

rekreatif dan estetis bagi lingkungan sekitarnya, dan memiliki karakter terbuka
sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik.

41.1.51. Sistem Ruang Terbuka Umum (kepemilikan publik- aksesibilitas publik),
yaitu ruang yang karakter fisiknya terbuka, bebas dan mudah diakses publik
karena bukan milik pihak tertentu.

4.1.1.5.2. Sistem Ruang Terbuka Pribadi (kepemilikan pribadi-aksesibilitas pribadi),
yaitu ruang yang karakter fisiknya terbuka tapi terbatas, yang hanya dapat
diakses oleh pemilik, pengguna atau pihak tertentu.

41.1.53. Sistem Ruang Terbuka Privat yang dapat diakses oleh Umum
(kepemilikan pribadi-aksesibilitas publik), yaitu ruang yang karakter fisiknya
terbuka, serta bebas dan mudah diakses oleh publik meskipun milik pihak
tertentu, karena  telah didedikasikan untuk kepentingan publik sebagai
hasil kesepakatan antara pemilik dan pihak pengelola/pemerintah daerah
setempat, di mana pihak pemilik mengizinkan lahannya digunakan untuk
kepentingan  publik, dengan  mendapatkan  kompensasi  berupa
insentif/disinsentif tertentu, tanpa mengubah status kepemilikannya.

41.1.5.4. Sistem Pepohonan dan Tata Hijau, vyaitu pola penanaman pohon
yang disebar pada ruang terbuka publik.
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41.1.5.5. Bentang Alam, yaitu ruang yang karakter fisiknya terbuka dan  terkait dengan
area yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, dan
pemanfaatannya sebagai bagian dari alam yang dilindungi. Pengaturan ini
untuk kawasan:

a) Pantai dan laut, sebagai batas yang melingkupi tepian
kawasan, menentukan atmosfir dari suasana kehidupan kawasan,
serta dasar penciptaan pola tata ruang;

b)  Sungai, sebagai pembentuk koridor ruang terbuka;

c) Lereng dan perbukitan, sebagai  potensi pemandangan
luas;

d) Puncak bukit, sebagai titik penentu arah orientasi visual,serta
memberikan kemudahan dalam menentukan arah (tengaran

alam).
41.1.5.6. Area Jalur Hijau, vyaitu salah satu ruang terbuka hijau yang berfungsi

sebagai area preservasi dan tidak dapat dibangun. Pengaturan ini untuk
kawasan:
a) Sepanjang sisi dalam Daerah Milik Jalan (Damija);

b) Sepanjang bantaran sungai;

c) Sepanjang sisi kiri kanan jalur kereta;

d) Sepanjang area di bawah jaringan listrik tegangan tinggi;

e) Jalur hijau yang diperuntukkan sebagai jalur taman kota atau

hutan kota, yang merupakan pembatas atau pemisah suatu wilayah.

4.1.1.6. Tata Kualitas Lingkungan
41.1.6.1. Konsep Identitas Lingkungan, vyaitu perancangan karakter (jati diri)
suatu lingkungan yang dapat diwujudkan melalui pengaturan dan perancangan
elemen fisik dan nonfisik lingkungan atau subarea tertentu. Pengaturan ini
terdiri atas:

a) Tata karakter bangunan/lingkungan (built-in signage and
directional  system), vyaitu pengolahan elemen-eleman fisik
bangunan/lingkungan untuk mengarahkan atau memberi tanda
pengenal suatu lingkungan/bangunan, sehingga pengguna dapat
mengenali karakter lingkungan yang dikunjungi atau dilaluinya
sehingga memudahkan pengguna kawasan untuk berorientasi dan
bersirkulasi.

b) Tata penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen-
eleman fisik bangunan/lingkungan untuk mempertegas identitas
atau  penamaan suatu bangunan sehingga pengguna dapat
mengenali bangunan yang menjadi tujuannya.

c) Tata kegiatan pendukung secara formal dan informal
(supporting activities), yaitu pengolahan secara terintegrasi seluruh
aktivitas informal sebagai pendukung dari aktivitas formal yang
diwadahi dalam ruang/bangunan, untuk menghidupkan interaksi sosial
dari para pemakainya.

41.1.6.2. Konsep Orientasi Lingkungan, vaitu perancangan elemen fisik dan
nonfisik guna membentuk lingkungan yang informatif  sehingga
memudahkan pemakai untuk berorientasi dan bersirkulasi. Pengaturan ini
terdiri atas:
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4.1.1.6.3.

a) Sistem tata informasi (directory signage system), yaitu
pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk menjelaskan berbagai
informasi/petunjuk mengenai tempat tersebut, sehingga memudahkan

pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap lingkungannya.

b) Sistem tata rambu pengarah (directional signage system), yaitu
pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk mengarahkan
pemakai  bersirkulasi ~ dan berorientasi baik menuju maupun dari

bangunan ataupun area tujuannya.
Wajah Jalan, yaitu perancangan elemen fisik dan nonfisik guna
membentuk lingkungan berskala manusia pemakainya, pada suatu
ruang publik berupa ruas jalan yang akan memperkuat karakter suatu
blok perancangan yang lebih besar. Pengaturan ini terdiri atas:
a) Wajah penampang jalan dan bangunan;
b) Perabot jalan (street furniture);
c) Jalur dan ruang bagi pejalan kaki (pedestrian);
d) Tata hijau pada penampang jalan;
e) Elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampangjalan;
f) Elemen papan reklame komersial pada penampang jalan.

41.1.7. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik

suatu

lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat
beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
Sistem prasarana dan utilitas lingkungan mencakup jaringan air bersih dan air limbah,
jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan gas dan listrik, serta jaringan telepon,
sistem jaringan pengamanan kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelamatan atau

evakuasi.
411.71.

41.1.7.2.

41.1.73.

41.1.74.

Sistem jaringan air bersih, yaitu sistem jaringan dan distribusi
pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan, yang
memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan,
dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah
regional yang lebih luas.

Sistem jaringan air limbah dan air kotor, yaitu sistem jaringan dan
distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan rumah tangga,
lingkungan komersial, perkantoran, dan bangunan umum lainnya, yang
berasal dari manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, untuk diolah
dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman
bagi lingkungan, termasuk di dalamnya buangan industri dan buangan
kimia.

Sistem jaringan drainase, yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase
suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang
terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional
yang lebih luas.

Sistem jaringan persampahan, yaitu sistem jaringan dan distribusi
pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan
komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi
dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional
yang lebih luas.
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41.1.7.5. Sistem jaringan listrik, yaitu sistem jaringan  dan distribusi
pelayanan penyediaan daya listrik dan jaringan sambungan listrik bagi
penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi  persyaratan  bagi
operasionalisasi  bangunan atau lingkungan, dan terintegrasi dengan
jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.

41.1.7.6. Sistem jaringan telepon, vaitu sistem jaringan dan distribusi
pelayanan penyediaan kebutuhan sambungan dan jaringan telepon bagi
penduduk  suatu lingkungan yang memenuhi  persyaratan  bagi
operasionalisasi  bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan
jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.

41.1.7.7. Sistem jaringan pengamanan kebakaran, vyaitu sistem jaringan
pengamanan lingkungan/kawasan untuk memperingatkan penduduk
terhadap keadaan darurat, penyediaan tempat penyelamatan, membatasi
penyebaran kebakaran, dan/atau pemadaman kebakaran.

41.1.7.8. Sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi, yaitu jalur
perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum
dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit
hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/
kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.

4.1.2. Panduan Rancangan
Panduan Rancangan merupakan penjelasan lebih rinci atas Rencana Umum vyang telah
ditetapkan sebelumnya dalam bentuk penjabaran materi utama melalui pengembangan
komponen rancangan kawasan pada bangunan, kelompok bangunan, elemen prasarana
kawasan, kaveling dan blok, termasuk panduan ketentuan detail visual kualitas minimal tata
bangunan dan lingkungan.
41.21. Aturan Wajib
41.2.2. Aturan Anjuran Utama
41.2.3. Aturan Anjuran

BAB 5 RENCANA INVESTASI
Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang memperhitungkan kebutuhan
nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam
penataan lingkungan/kawasan.
5.1. Skenario Strategi Rencana Investasi

Aspek-aspek Perencanaan:

a) Program bersifat jangka menengah, minimal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, serta
mengindikasikan investasi untuk berbagai macam kegiatan, yang meliputi: tolok
ukur/kuantitas pekerjaan, besaran rencana pembiayaan, perkiraan waktu pelaksanaan dan
kesepakatan sumber pendanaannya.

b) Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah/pusat (dari
berbagai sektor), dunia usaha/swasta, dan masyarakat.

¢) Menjelaskan pola-pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang

d) perlu dilakukan khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

e) Menjelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan, termasuk
menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya.

f)  Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan
ekonomi dan usulan perencanaan lingkungan.
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5.2. Pola Kerjasama Operasional Investasi

a) Kesepakatan bentuk Kerjla Sama Operasional (KSO) yang menyangkut pola
investasi antara lain dapat berbentuk: Build Operate and Transfer (BOT), Build Own Operate
and Transfer (BOOT), dan Build Ownand Operate (BOO).

b) Pada prinsipnya pola Kerja Sama Operasional ini dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak,
yaitu pemerintah, swasta dan/atau masyarakat (penghuni kawasan).

c) Pemilihan alternatif pola KSO dengan mempertimbangkan beberapa aspek kesepakatan
kontrak dengan pemangku kepentingan, sebagai berikut:

e Jangka waktu kontrak harus cukup untuk pengembalian hutang dan memberikan
keuntungan yang disesuaikan dengan risiko kepada para investor.

e Permintaan akan layanan dijamin oleh otoritas pemerintah (badan yang mengontrak).

e Jaminan kerja sama berkaitan dengan minimalisasi risiko pembangunan, risiko
pengembangan lingkungan, risiko kredit pembiayaan, risiko operasional, risiko politik, dan
risiko keadaan pasar, serta pertimbangan dukungan pemerintah.

o Fasilitas akan ditransfer (diserahkan) kepada pemerintah—dan sebagai milik
pemerintah—pada akhir periode kontrak. Kontrak harus menyebutkan secara jelas
bagaimana proses pengalihan pemilikan dilakukan dan keharusan pihak swasta
untuk menyiapkan fasilitas yang akan diserahterimakan. Sektorpemerintah harus
menyiapkan unit kelembagaan untuk menangani pemindahtangananini.

e Di saat pengakhiran kontrak, sering kali terdapat penyediaan layanan untuk
dilanjutkan. Hal ini dapat dilaksanakan untuk memastikan terjadinya transisi yang mulus
dalam manajemen.

BAB 6 KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

6.1. Strategi Pengendalian Rencana

Aspek-aspek Pengendalian:

a) Ketentuan administratif untuk mengendalikan pelaksanaan seluruh rencana dan program
serta  kelembagaan yang  diperlukan pemerintah daerah dalam rangka mendorong
pelaksanaan materi RTBL agar terlaksana secara efektif termasuk melalui mekanisme
perizinan (terutama IMB=Izin Mendirikan Bangunan).

b) Arahan yang bersifat mengantisipasi terjadinya perubahan pada tahap pelaksanaan,
yang disebabkan oleh berbagai hal, tetapi masih dapat memenuhi persyaratan daya
dukung dan daya tampung lahan, kapasitas prasarana lingkungan binaan, masih sejalan
dengan rencana dan program penataan kota, serta masih dapat menampung aspirasi
masyarakat.

Strategi Pengendalian:

a) Strategi  pengendalian  rencana  diatur  dengan  Rencana Kelembagaan, yang
mencantumkan  organisasi  pelaksana, SDM vyang terlibat, dan aturan tata laksana
kelembagaannya.

b) Untuk pengelolaan pelaksanaan RTBL dapat disiapkan suatu organisasi pelaksana
tersendiri, dengan menggambarkan pola koordinasi, alur dan pola pertanggungjawaban,
serta proses lainnya.

6.2. Arahan Pengendalian Rencana
a) Penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan,
termasuk kesepakatan wewenang dan kelembagaan.
b) Penetapan paket kegiatan pelaksanaan dan pengendalian jangka menengah.
c) Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk setiap pemangku
kepentingan.
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d) Identifikasi dan penyesuaian aspek fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kepentingan dan
tanggung jawab para pemangku kepentingan.

e) Penetapan persyaratan teknis masing-masing aspek (fisik, sosial dan ekonomi),
perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian di lapangan.

BAB 7 PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan
penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu
pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.

7.1. Pengendalian Pelaksanaan

Aspek-aspek Pengendalian:

a) Penetapan alat-alat dan  prosedur pengendalian  pelaksanaan, seperti dalam
mekanisme perizinan IMB, review tim ahli bangunan gedung (TABG), dan penerapan
insentif/disinsentif:

b) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan materi teknis dokumen RTBL;

c) Evaluasi pelaksanaan peran para pemangku kepentingan sesuai kesepakatan dalam
penataan bangunan dan lingkungan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat,
maupun Pemerintah;

d) Pengawasan teknis atas pelaksanaan sistem perizinan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di lokasi penataan;

e) Penerapan  mekanisme  sanksi  dalam  penyelenggaraan pembangunan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Kriteria dan Pertimbangan Pengendalian:

a) Memperhatikan kepentingan publik;

b) Mempertimbangkan keragaman pemangku kepentingan yang dapat memiliki kepentingan
berbeda;

c) Mempertimbangkan pendayagunaan SDM dan sumber daya alam (ekonomi, sosial
budaya, dan lingkungan) lokal, seperti masyarakat setempat beserta kegiatan sosial-
budayanya.

7.2. Pengelolaan Kawasan
Pedoman Pengelolaan Kawasan merupakan piranti pengelolaan yang berisi kewajiban, hak,
wewenang, kelembagaan serta mekanisme dari pengendalian dan pengelolaan terhadap berbagai
keinginan pemangku kepentingan, yang bersifat menerus dan berkelanjutan.
Sistematika Pedoman Pengelolaan antara lain sebagai berikut:

e Penjaminan atas hak tanah dan hak pakai

PERATURTAN e Hak dan kewajiban berbagai pelaku
Peratura%Mgpl:g.rasional » Penggunaan yang diizinkan dan yang terlarang
Penggunaan, e Pemeliharaan kondisi properti
Pemanfaatan dan * Pengelolaan dan penataan lansekap, ruang terbuka,
Penjaminan dan fasilitas umum/fasilitas sosial

» Pembangunan tanpa izin (pembangunan liar)
» Pemeliharaan ruang terbuka dan fasilitas umum lingkungan
e Pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan

1 | P | Vil

FAY lal
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PERATURAN
KHUSUS
PENGGUNAAN
DAN
PEMANFAATAN:
Peraturan

Penggunaan dan
Pemanfaatan Kaveling

Koordinasi persetujuan dan persyaratan penggunaan
Manajemen gangguan

Manajemen aksesibilitas umum

Kebersihan dan pembuangan sampah/limbah
Pengelolaan utilitas dan fasilitas

PERATURAN
KHUSUS
PENGELOLAAN
DAN
PERAWATAN:
Peraturan
Pengelolaan dan
Perawatan Kaveling
dan Ruang Publik

Pengelolaan, penggunaan dan perawatan kaveling dan
ruang publik

Koordinasi kegiatan yang diwadahi

Pengelolaan kaki lima

Pengelolaan sirkulasi pejalan kaki, transportasi, dan

sistem parkir

Manajemen gangguan (polusi udara, air, suara, dan hama)
Manajemen teguran/sanksi/denda dan bonus/
insentif/disinsentif/imbalan

Koordinasi layanan kegiatan yang diwadahi

Pembaharuan Aset

PERATURAN Pengelolaan dan layanan kaki lima
KHUSUS Manajemen gangguan (polusi udara, air, suara, dan hama)
PELAYANAN .
LINGKUNGAN: Pengelolaan layanan kebersihan dan pembuangan
Peraturan Pelayanan Koordinasi layanan keamanan dan keselamatan
Lingkungan Manajemen pelaksanaanperaturan layanan fasilitas umum
Manajemen teguran/sanksi/denda
dan
bonus/insentif/disinsentif/imbalan
PERATURAN Koordinasi pembaharuan/perbaikan
KHUSUS Manajemen risiko dan nilai aset terhadap kebutuhan
PEMBAHARUAN/ Manajemen pembaharuan
PERBAIKAN: Perubahan/penambahan dan renovasi/perbaikan
Peraturan

Manajemen insentif/disinsentifimbalan
dalam pembaharuan/perbaikan aset

DAFTAR PUSTAKA

PROFIL KELOMPOK
LAMPIRAN

COVER BELAKANG
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|. FORMAT PENULISAN LAPORAN

HALAMAN COVER LUAR: Didesign semenarik mungkin, dengan Informasi yang ditampilkan
minimal mencakup:
a) Menuliskan Nama Tugas

b) Menyertakan Logo Universitas

c) Menyertakan Logo Studio 3

d) Identitas Program Studi dan Fakultas

e) Tahun disusunnya tugas

f)  Gambar/foto eksisting maupun hasil rancangan 3D kawasan masing-masing

2. HALAMAN COVER DALAM:
Didesign semenarik mungkin, dengan Informasi yang ditampilkan minimal mencakup:

a) Menuliskan Nama Tugas

b) Menyertakan Logo Studio 3

c) Menyertakan Logo Universitas

d) ldentitas Program Studi dan Fakultas
e) Tahun disusunnya tugas

f)  Identitas Penyusun (nama dan NIM)

3. PROFIL KELOMPOK
Profil kelompok didesign sekreatif dan semenarik mungkin. Minimal berisi:
Nama :
Tempat Tanggal Lahir
Alamat
Contact Person
Alamat Email
Foto

4, LAPORAN
Dibuat/layout design semenarik dan sekreatif mungkin tetapi tetap mengikuti kaidah penulisan
baku (Ejaan Yang Disempurnakan). Laporan final dicetak bolak balik sebanyak 2 eks (buku).

5. JENIS DAN UKURAN HURUF
Jenis Huruf:
Jenis dan ukuran huruf yang digunakan bebas sesuai kreatifitas tetapi tetap proporsional.
Ukuran font di dalam tabel lebih kecil dari huruf di luarnya.
Sumber tabel dan sumber gambar lebih kecil dari huruf di dalam tabel.

6. PENULISAN TABEL
Tampilan tabel bebas tetapi harus meliputi Nomor Tabel, Judul Tabel, Isi, dan Sumber Tabel.

Tabel 111 Luas Wilayah Kelurahan Trimulyo

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2017
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7. TAMPILAN GAMBAR

Keterangan Gambar

Gambar 2.1 Jaringan Jalan di Kelurahan Trimulyo
Sumber:

8. JENIS DAN UKURAN KERTAS
Ukuran Kertas: A4
Jenis Kertas: Bebas, tetapi tidak tembus saat diprint timbal balik.

J. LAMPIRAN
Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Studio 3 ini terdiri dari:
1) Contoh Halaman Cover
2) Contoh Lembar Pengesahan
3) Contoh Daftar Pustaka
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J.1. CONTOH HALAMAN COVER
I 210 mm | 210 mm |

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2017

Studiod reancangan
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
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J.2. CONTOH LEMBAR PENGESAHAN
HALAMAN PENGESAHAN

STUDIO 3 PERANCANGAN

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan......

Diajukan kepada
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung

Oleh:
1. Nama: NIM
2. Nama: NIM
3. Nama: NIM
4. Nama: NIM
5. Nama: NIM
6. Nama: NIM
Diajukan pada
Sidang Studio 3 Perancangan
Tanggal ..............
Dr. Jamilla Kautsary.,MT Pembimbing 1 e
NIK.210298025
Ardiana Yuli Puspitasari.,.ST.,MT Pembimbing2 .
NIK.210209082
Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT Penguji =
NIK.220298027
Mengetahui,
Dosen Pengampu | Dosen Pengampu 2
Dr.Jamilla Kautsry.,MT Ardiana Yuli Puspitasari.,ST.,MT

NIK.210298025

NIK. 210209082

26



J.3. CONTOH DAFTAR PUSTAKA

Hadari, N. (2005). Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kurniawan, Nugroho Adi Suwandono, D. (2015). Upaya Pelestarian Kota Pusaka Kawasan Klampok,
Kecamatan Purworejo Klampok.

Laretna. (2013). Modul 2 Prinsip, Strategi dan Instrumen Penataan-Pelestarian Kota Pusaka.
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